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ABSTRAK

Transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia menghadapi tantangan literasi dan infrastruktur meski e-Filing
capai 83,4% kepatuhan 2022. Tujuan: Analisis pengaruh transformasi administrasi dan dukungan pemerintah terhadap
efektivitas perpajakan digital. Jenis dan Metode: Systematic Literature Review (SLR) kualitatif. Populasi: Jurnal relevan
2019-2025; sampel: 50 artikel purposif terindeks SINTA/Scopus. Insttumen dan Analisis: Pencarian kata kunci (Google
Scholar, SINTA); tabel sistematis, sintesis tematik PRISMA. Hasil: Sistem digital dan dukungan kebijakan tingkatkan
efisiensi, transparansi, kepatuhan. Kesimpulan: Sinergikan transformasi dan dukungan untuk perpajakan digital optimal;
saran DJP percepat sistem inti dan literasi.

Kata Kunci: Digital Taxation, Dukungan Pemerintah, Systematic Review, Administrasi Perpajakan, Kepatuhan
Pajak.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem
administrasi perpajakan di Indonesia, di mana layanan konvensional bergeser ke platform digital
seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
serta aksesibilitas bagi wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022; Ningsih et al., 2024). Fenomena
ini tidak hanya mencerminkan respons terhadap ekonomi digital yang ditandai transaksi lintas batas,
e-commerce, dan platform bisnis, tetapi juga efek disruptif teknologi terhadap aktivitas ekonomi
sebagaimana ditegaskan oleh Hutagol (2021) yang menyoroti perubahan pola transaksi dan
penerimaan pajak (Hutagol, 2021; Pramesti, 2024). Berbagai negara berkompetisi mengadopsi
digitalisasi serupa untuk mengoptimalkan kepatuhan dan efisiensi administrasi pajak di era globalisasi
ckonomi digital.

Pemerintah Indonesia mengintegrasikan modernisasi perpajakan sebagai strategi utama
pembangunan nasional, dengan bukti peningkatan kepatuhan melalui e-Filing yang mencapai 83,4%
pada 2022 dan e-Billing 72,4% untuk faktur pajak, menunjukkan kemajuan transformasi sistem
(Rosyid et al., 2024; Darajat & Sofianty, 2024). Sistem ini memungkinkan wajib pajak memenuhi
kewajiban secara fleksibel tanpa kunjungan fisik, sekaligus mendukung transparansi data real-time
yang krusial untuk pengawasan (Fransiska et al., 2024; Slimani et al., 2024). Adopsi teknologi ini di
negara berkembang seperti Indonesia mencerminkan upaya mengejar kemajuan negara maju yang
telah memanfaatkan kecerdasan buatan dalam administrasi pajak.

Meskipun kemajuan tersebut menjanjikan, implementasi digitalisasi perpajakan masih
terhambat oleh kurangnya pemahaman dan literasi wajib pajak terhadap sistem elektronik, yang
mengurangi efektivitas meski infrastruktur telah tersedia (Amalia et al., 2024; Choiriah et al., 2025).
Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran masyarakat memengaruhi
kepatuhan lebih besar daripada pembaruan teknologi semata, sementara sanksi dan pemeriksaan
belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan pendidikan digital (Pratiwi & Irawan, 2024; Talahi & Ie,
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2024). Kesenjangan ini menciptakan disparitas antara potensi sistem digital dengan tingkat adopsi
aktual di lapangan.

Tantangan lebih lanjut muncul dari keterbatasan infrastruktur teknologi, kompetensi aparatur
pajak, dan integrasi data, yang sering menghambat transformasi berkelanjutan di daerah (Hermawan
et al., 2023; Prastyawan, 2025). Studi kasus aplikasi I-SIM untuk PBB-P2 menunjukkan peningkatan
efisiensi pelayanan, namun terbatas oleh rendahnya literasi digital dan ketidakmerataan akses jaringan
(Palis, 2025; Wiraditha & Tripriyono, 2025). Faktor sumber daya manusia ini menegaskan bahwa
modernisasi teknis saja tidak cukup tanpa peningkatan kapasitas dan tata kelola.

Dalam menghadapi ekonomi digital, regulasi seperti Perpres 68/2025 untuk PPN transaksi
lintas negara dan PMK baru untuk platform domestik bertujuan menutup celah pengawasan, tetapi
kompleksitas transaksi e-commerce dan fintech menimbulkan kesulitan integrasi data serta kesadaran
wajib pajak (AHP, 2025; Ditjen PP Kemenkumham, 2025). Kebijakan ini krusial untuk keadilan fiskal,
namun tantangan pengawasan lintas batas dan kesenjangan digital tetap menghambat (Hasibuan et al.,
2023; Giyarti, 2023). Dukungan pemerintah berkelanjutan diperlukan agar transformasi tidak hanya
teknis tetapi juga inklusif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transformasi sistem administrasi dan dukungan
pemerintah terhadap efektivitas perpajakan digital melalui Systematic Literature Review (SLR) literatur
2019-2025, dengan urgensi untuk menyinergikan kedua pilar guna memperluas basis pajak dan
mendukung pembangunan nasional (Mergel et al., 2019; Hasibuan et al., 2023). Kebaruan terletak
pada sintesis simultan dua variabel utama yang sebelumnya dikaji terpisah, menghasilkan kerangka
konseptual komprehensif berbasis teori keagenan dan sinyal untuk kebijakan masa depan
(Kitchenham & Charters, 2007; Tranfield et al., 2003).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai jenis dan
metode penelitian utama yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada sintesis literatur ilmiah untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan dari studi sebelumnya mengenai
pengaruh transformasi sistem administrasi perpajakan dan dukungan pemerintah terhadap efektivitas
perpajakan digital. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyediakan analisis yang sistematis,
transparan, dan reproduktif terhadap body of knowledge yang ada, sebagaimana diuraikan oleh
Tranfield et al. (2003) dan Kitchenham dan Charters (2007) dalam protokol PRISMA yang
menekankan pemilihan literatur berbasis kriteria inklusi-eksklusi yang ketat untuk menghindari bias
subjektif. Metode ini selaras dengan karakteristik penelitian pustaka yang komprehensif, di mana data
primer berasal dari artikel jurnal terindeks yang diterbitkan antara 2019 hingga 2025, sebagaimana
diterapkan dalam studi serupa oleh Snyder (2019) yang menyoroti efektivitas SLR dalam memetakan
research gap pada topik transformasi digital. Pendekatan kualitatif ini diperkuat oleh Sugiyono (2021)
yang menyatakan bahwa metode pustaka memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena
sosial-ekonomi tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan primer.

Instrumen penelitian mencakup protokol pencarian literatur dengan kata kunci spesifik seperti
"transformasi sistem administrasi perpajakan", "dukungan pemerintah perpajakan digital", "kepatuhan
wajib pajak digital", dan variasi sinonimnya, yang diakses dari database terpercaya termasuk Google
Scholar, SINTA, Garuda, dan Semantic Scholar, sementara teknik analisis data menggunakan
pendekatan tabel sistematis (systematic table approach) untuk mengklasifikasikan literatur
berdasarkan variabel seperti jenis analisis, temuan utama, objek penelitian, dan instrumen yang
digunakan. Teknik ini memungkinkan identifikasi pola, komparasi antar-studi, dan sintesis tematik
yang transparan, sebagaimana direkomendasikan oleh Kitchenham dan Charters (2007) serta Moher
et al. (2009) dalam panduan PRISMA untuk mereplikasi proses analisis. Analisis lebih lanjut
melibatkan reduksi data, penyajian tabular, dan verifikasi kesimpulan melalui triangulasi sumber, yang
konsisten dengan pendekatan kualitatif Emzir (2022) yang menekankan validitas melalui kategorisasi
tematik dan Sudaryono (2023) yang menggarisbawahi pentingnya matriks komparatif untuk
mengungkap hubungan variabel dalam studi literatur. Populasi penelitian terdiri dari seluruh artikel
jurnal ilmiah relevan yang terbit pada rentang 2019-2025, dengan sampel purposif sebanyak 50 artikel
yang memenuhi kriteria inklusi seperti relevansi topik, kualitas metodologi, dan indeksasi
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SINTA/Scopus, dipilih melalui tahap screening judul-abstrak serta full-text review untuk memastikan
representativitas.

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari identifikasi literatur
melalui pencarian kata kunci di database, dilanjutkan dengan penyaringan berdasarkan judul dan
abstrak untuk eliminasi duplikasi, kemudian evaluasi full-text terhadap kriteria seperti validitas metode
dan relevansi temuan, hingga sintesis akhir melalui tabel sistematis yang membandingkan temuan
antar-studi. Proses ini mengikuti alur PRISMA yang dirancang untuk transparansi dan replikabilitas,
sebagaimana dijelaskan oleh Moher et al. (2009) dan diterapkan dalam konteks perpajakan digital oleh
Snyder (2019) untuk memetakan tren transformasi administrasi. Setiap tahap didokumentasikan secara
rinci untuk memenuhi standar audit trail, selaras dengan panduan Creswell dan Poth (2021) tentang
desain penelitian kualitatif yang menuntut prosedur iteratif dan reflektif, serta Sugiyono (2021) yang
menekankan urutan logis dari perencanaan hingga validasi kesimpulan dalam studi pustaka. Hasil
prosedur ini diharapkan menghasilkan kerangka konseptual yang kokoh untuk mendukung
pengembangan kebijakan perpajakan digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan tabel sistematis (systematic table approach)
sebagai alat untuk meninjau literatur secara terstruktur. Tabel ini berfungsi untuk mengidentifikasi,
mengklasifikasikan, dan membandingkan hasil penelitian terdahulu berdasarkan beberapa aspek
penting, yaitu: jenis alat atau teknik analisis, temuan penelitian, objek penelitian, jenis penelitian,
instrumen penelitian, serta pengelompokan jurnal. Pendekatan tabel sistematis membantu peneliti
melakukan pemetaan literatur secara jelas, memudahkan identifikasi kesenjangan penelitian (research
gap), dan memungkinkan analisis komparatif yang konsisten. Menurut Snyder (2019), penggunaan
tabel sangat efektif untuk merangkum literatur secara ringkas namun tetap mampu menampilkan
variasi karakteristik penelitian secara lengkap.

Selain itu, tabel sistematis meningkatkan transparansi metodologis karena seluruh proses
seleksi, klasifikasi, dan pengkodean literatur dapat ditelusuri dengan mudah. Proses ini sesuai dengan
pendekatan tinjauan literatur terstruktur yang dijelaskan oleh Kitchenham & Charters (2007), yang
menekankan pentingnya sistem dokumentasi yang rapi dalam studi literatur. Dengan demikian,
penggunaan tabel sebagai alat analisis bukan hanya mempermudah pembacaan dan perbandingan hasil
penelitian, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan replikasi penelitian. Hasil akhirnya berupa sintesis
literatur yang kuat, logis, dan mudah digunakan untuk membangun kerangka teori maupun hipotesis
penelitian.

Tabel 1. Jenis alat (teknik analisis) penelitian

No Peneliti & Tahun Teknik Analisis Keterangan

1 Dinda Amalia, Wastam | Analisis regresi linear | Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk
Wahyu Hidayat, Endah | berganda menganalisis pengaruh variabel independen yang
Prawesti Ningrum (2024) memiliki jumlah lebih dari satu terhadap variabel

dependen

2 Lisia Fransiska, Hendarti | Analisis deskriptif Metode  penelitian  deskriptif =~ memberikan
Tri Setyo Mulyani & penjelasan mengenai pengaruh variabel-variabel
Medinal (2024) independen  (Sistem Administrasi Perpajakan

Online, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak)
terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib
Pajak Badan)

3 Cindy Isnanul Choiriah, | Analisis Regresi  Linear | Digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel
M. Cholid Mawardi, & | Berganda independen (Sistem Digitalisasi dan Administrasi
Dyah Arini Rudiningtyas Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan
(2025) Perpajakan).

4 Indah Pratiwi & Arry | Analisis statistika deskriptif Digunakan untuk mengetahui nilai minimum,
Irawan (2024) maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi

dari data variabel

5 Evelyn Sabella Talahil, | Analisis deskriptif Metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk
Mei Ie (2024) menggambatkan suatu fenomena secara sistematis

dan apa adanya
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6 Kurnia Tri Hermawan,
Indah Gilang Pusparani,
Dodi Solihudin (2023)

Metode deskriptif

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan
suatu fenomena sosial, memahami maknanya, dan
menemukan hipotesis

7 Kristian Palis (2025)

mixed-method case study

untuk menganalisis transformasi digital dalam
tata kelola pajak lokal, dengan menggabungkan
data kualitatif dan kuantitatif untuk menangkap
kompleksitas optimasi PAD di Indonesia

8 Muhammad Cikhal
Anwar,  Sheyla  Ayu
Andini, Frka  Azaza

Adellia, Tti Yulaeli (2024)

Kualitatif deskriptif.

Data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif
deskriptif ini berasal dari penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian ini dan bersumber dari
media online akademik seperti Jurnal Scopus,
Web of Science, Jurnal Sinta, DOAJ, EBSCO,
Google Scholar dan buku referensi digital

9 Ardi Prastyawan (2025)

Reduksi data, penyajian data,
dan verifikasi data

Memberikan ~ gambaran  yang  jelas  dan
komprehensif terkait peningkatan pendapatan
daerah melalui digitalisasi administrasi PBB-P2
dengan menggunakan aplikasi I-SIM di Kota
Serang, Provinsi Banten.

10 Gabriela Wiraditha, Agus
Tripriyono (2025)

Analisis tematik

Teknik ini memungkinkan peneliti menggali
makna mendalam dari fenomena digitalisasi
pajak yang sedang berlangsung.

Tabel 2. Temuan analisis pada penelitian

Peneliti & Tahun

Temuan Utama

Kesimpulan Penting

1 Dinda Amalia, Wastam
Wahyu Hidayat, Endah
Prawesti Ningrum (2024)

Penelitian menunjukkan
bahwa pengetahuan
petrpajakan, modernisasi
sistem  administrasi, dan

kesadaran wajib pajak secara
simultan berpengaruh positif
tethadap  kepatuhan  wajib
pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di
Kelurahan Padutenan. Secara
parsial, pengetahuan
petpajakan terbukti memiliki
pengaruh positif dan
signifikan  terhadap tingkat
kepatuhan  wajib  pajak,

demikian juga dengan vatiabel
kesadaran wajib pajak yang

Disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan
kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama
yang memengaruhi kepatuhan dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan
Padurenan. Temuan ini menegaskan bahwa
peningkatan ~ pemahaman dan kesadaran

masyarakat lebih menentukan dalam mendorong
kepatuhan pajak dibandingkan pembaruan sistem
administrasi.

Medinal (2024)

berpengaruh parsial terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan
2. Pemeriksaan ~ Pajak
berpengaruh parsial terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan
3. Sanksi Pajak
berpengaruh parsial terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Badan

4. Secara Simultan
(Bersama-sama), Sistem
Administrasi Perpajakan

Online, Pemeriksaan Pajak,
dan Sanksi Pajak berpengaruh
signifikan terhadap

menunjukkan pengaruh
signifikan dalam
meningkatkan kepatuhan
pembayaran PBB
2 Lisia Fransiska, Hendarti | 1. Sistem Administrasi | Berdasarkan hasil penelitian , wajib pajak harus
Tri Setyo Mulyani & | Perpajakan Online | meningkatkan  kepatuhan  akan  membayar

kewajiban perpajakannya. wajib pajak badan
harus manfaatkan sistem administrasi perpajakan
online yang  disediakan oleh otoritas pajak.
Gunakan fitur-fitur yang ada untuk melaporkan
pajak dengan benar dan tepat waktu, serta untuk
memantau status pembayaran dan komunikasi
dari otoritas  pajak.
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Kepatuhan
Badan.

3 Cindy Isnanul Choiriah, | 1. Sistem  Digitalisasi
M. Cholid Mawardi, & | dan Administrasi Pajak secara
(bersama-sama)

Dyah Arini Rudiningtyas | simultan
(2025) memiliki
signifikan

Perpajakan.

Perpajakan

Kepatuhan Perpajakan

2. Variabel Sistem
Digitalisasi berpengaruh
secara signifikan dan positif
terhadap Kepatuhan

3. Variabel
Administrasi

berpengaruh secara signifikan
dan positif
Kepatuhan Perpajakan
4. Pengaruh

variabel independen (Sistem
Digitalisasi dan Administrasi
Pajak) terhadap Kepatuhan

27,9%, sementara
sisanya  dipengaruhi
variabel lain di luar penelitian

Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak sama-
sama mempunyai pengaruh secara signifikan
terhadap Kepatuhan  Perpajakan, Sistem
Digitalisasi berperan dalam memberikan pelayanan
dengan mudah yang dapat diakses kapan pun dan
di mana pun, schingga efektif dan efisien,
Administrasi Pajak berperan dalam memudahkan
patra wajib pajak secara cepat dan akurat , di mana
wajib pajak cenderung memilih efisiensi, Hasil ini
konsisten dengan upaya DJP memberikan
terobosan  layanan  betbasis  omdine  untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital.

4 Indah Pratiwi & Arry | 1. Sistem Administrasi
Irawan (2019) Perpajakan
berpengaruh
signifikan

signifikan

Perpajakan
Sanksi

signifikan

Kepatuhan

tethadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor
2. Sanksi
berpengaruh

tethadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor

3. Sistem Administrasi
berpengaruh

(bersama-sama)

Kendaraan Bermotor

Strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
(WPKB) sangat efektif ketika menggabungkan
kemudahan layanan dan ketegasan penegakan
hukum

5 Evelyn Sabella Talahil, | penelitian
Mei Ie (2024) bahwa  terdapat
kewirausahaan

dukungan

memoderasi

ini  menunjukan
positif dan signifikan karakter

resiliensi UMKM di Jakarta
Barat dam terdapat pengaruh

terhadap resiliensi UMKM di
Jakarta Barat. Transformasi
bisnis  digital
positif dan tidak signifikan
terhadap resiliensi UMKM.
Dukungan pemerintah tidak

berpengaruh

Dapat disimpulkan secara langsung, transformasi
digital dan karakter kewirausahaan terbukti
meningkatkan ~ kemampuan UMKM  dalam
bertahan menghadapi tantangan ekonomi. Namun,
pengaruh positif tersebut menjadi lebih kuat dan
signifikan ketika ada dukungan kebijakan dan
fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, seperti
pelatihan digital, akses pendanaan, dan regulasi
yang mendukung inovasi usaha
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transformasi  bisnis  digital
tethadap resiliensi UMKM
serta dukungan pemerintah
tidak memoderasi pengaruh

karakter kewirausahaan

terhadap resiliensi UMKM
Kurnia Tri Hermawan, Penelitian  ini menemukan | Transformasi digital layanan kepegawaian di
Indah Gilang Pusparani, | bahwa transformasi digital | Pemda Kota Cirebon melalui aplikasi SAMPEAN

Dodi Solihudin (2023)

melalui aplikasi SAMPEAN
telah membawa perubahan
signifikan dalam pengelolaan
layanan  kepegawaian  di
Pemda Kota Cirebon.
Temuan penting studi ini
menekankan bahwa
keberhasilan transformasi
digital sangat dipengaruhi oleh
dukungan regulasi yang kuat,
kesiapan infrastruktur
teknologi, kompetensi SDM
pengelola, serta pemeliharaan
dan pengembangan sistem
secara berkelanjutan.

berhasil memperbaiki tata kelola ASN yang
sebelumnya masih manual dan kurang transparan.
Dengan adanya regulasi Perwal No. 52/2022 dan
Kepwal No. 100/Kep.404-DKIS/2022, aplikasi
SAMPEAN dikembangkan dari sistem sederhana
menjadi platform terpadu yang menyediakan
informasi kepegawaian, presensi, kinerja, hingga
layanan ~ pemerintahan.  Transformasi  ini
memungkinkan ASN mengakses data sendiri
secara transparan, meminimalkan penyimpangan
presensi, serta mendukung pengelolaan tunjangan
berbasis kinetja secara lebih akurat. Studi ini
menegaskan  bahwa keberhasilan  digitalisasi
layanan kepegawaian harus ditopang oleh regulasi
yang kuat, pemeliharaan dan pengembangan
aplikasi  yang berkelanjutan, serta kesiapan
infrastruktur dan SDM, sekaligus menjadi bagian
penting dalam mendukung implementasi SPBE di
Kota Cirebon.

Kristian Palis (2025)

Peningkatan Sistem Digital
Terpadu untuk Manajemen

Pendapatan  Daerah  yang
Mulus, Perencanaan
Pendapatan Daerah

menggunakan Data Real-time
untuk Menargetkan Sumber
Daya secara Efektif,
Penyerdehanaan Aturan Pajak
dan Memperjelas Peraturan
Memudahkan Kepatuhan,
DAN Pelatihan Staf Tokal
untuk dengan Keterampilan
dan Otonomi Baru untuk
Memberikan Layanan yang
Lebih Baik

Kesimpulan ~ dari ~ pembahasan  tersebut
menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Indonesia tidak dapat dicapai
hanya melalui modernisasi teknologi, tetapi
membutuhkan reformasi tata kelola yang sistemik,
terintegrasi, dan inklusif. Infrastruktur
pemerintahan yang terfragmentasi, SDM yang
belum memadai, serta perencanaan yang tidak
efektif harus dibenahi melalui pembangunan
ckosistem  digital yang terpusat, investasi
infrastruktur digital hingga tingkat pedesaan, serta
penyederhanaan regulasi perpajakan. Transformasi
ini memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah
dan masyarakat, transparansi dalam pengawasan,
serta model tata kelola yang gesit dan adaptif. Pada
akhirnya, reformasi pengelolaan PAD menjadi
kunci bagi kemandirian fiskal daerah dan
pembangunan berkelanjutan, sekaligus
memperkuat upaya nasional dalam mewujudkan
pemerataan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

Muhammad Cikhal

Anwar, Sheyla Ayu

Andini, Erka Azaza
Adellia, Tti Yulaeli (2024)

terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberlanjutan
UKM di Indonesia selain
Tranformasi  Digital  dan
Tantangan Inovasi, meliputi
Kompetensi SDM,  Akses
Pasar, Lingkungan Bisnis dan
Infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan
masalah, kajian teori, penelitian terdahulu, hasil
dan pembahasan diatas, maka diperoleh hipotesis
yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya,
meliputi Transformasi Digital berperan terhadap
Kebetlanjutan UKM di Indonesia; dan Tantangan
Inovasi berperan terhadap Keberlanjutan UKM di
Indonesia.

Ardi Prastyawan (2025)

Penelitian menunjukkan
bahwa digitalisasi administrasi
PBB-P2 melalui aplikasi I-SIM
di Kota Serang berhasil
meningkatkan efisiensi
pelayanan dari sisi waktu dan

Penerapan digitalisasi perpajakan melalui aplikasi I-
SIM di Kota Serang telah betjalan cukup optimal
dari sisi teknologi karena mampu
menyederhanakan proses administrasi,
memperluas akses layanan, dan meningkatkan
efisiensi pelayanan publik. Namun, dari sisi
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biaya. Namun,
masih terhambat oleh
keterbatasan  sumber daya
manusia, terutama kekurangan
pegawai  dan  rendahnya
keahlian teknologi perpajakan.
Temuan ini  menegaskan
bahwa keberhasilan digitalisasi
tidak hanya ditentukan oleh
sistem, tetapi juga kesiapan
SDM. Dari aspek transparansi,
akuntabilitas, dan aksesibilitas,
I-SIM terbukti meningkatkan
kualitas layanan pajak melalui
keterbukaan informasi,
kemudahan pelaporan, dan
perluasan  tittk  layanan.
Berbeda dengan beberapa
daerah  yang  mengalami
kegagalan sistem, I-SIM dinilai
adaptif terhadap
petkembangan teknologi.
Selain itu, peningkatan
kepatuhan wajib pajak
didukung oleh edukasi dan
sosialisasi yang intensif. Secara
keseluruhan, implementasi I-
SIM  berkontribusi  positif
tethadap peningkatan PAD
dari sektor PBB-P2, meskipun
masih memerlukan perbaikan
dalam manajemen sumber

optimalisasi

daya manusia.

keuangan, dampak digitalisasi ini terhadap
peningkatan PAD, khususnya sektor PBB-P2,
masih belum signifikan karena berbagai kendala
seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan
kurangnya petugas pajak di lapangan. Temuan ini
memperluas pemahaman tentang transformasi
digital sektor pajak daerah dengan menunjukkan
bahwa kesiapan teknologi belum cukup tanpa
diiringi  peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dan edukasi publik. Guna memaksimalkan
dampak digitalisasi, disarankan agar Pemerintah
Kota Serang meningkatkan literasi  digital
masyarakat, memperkuat edukasi wajib pajak, dan
memastikan keberlanjutan penguatan sumber daya
manusia di bidang perpajakan.

10 Gabriela Wiraditha, Agus | Implementasi CTAS di LPP | Implementasi CTAS di LPP RRI Medan terbukti
Tripriyono (2025) RRI Medan terbukti | meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan
meningkatkan  transparansi, | publik melalui sistem administrasi perpajakan yang
efisiensi, dan akuntabilitas | terstruktur, akuntabel, dan berbasis data real time.
layanan perpajakan melalui | Keberhasilan ini didukung oleh kepemimpinan
sistem pencatatan data real | yang visioner, sinergi antarunit kerja, serta
time dan proses administrasi | dukungan regulasi dan teknis dari Direktorat
yang terintegrasi. Namun, | Jenderal Pajak. Meski demikian, kesiapan sumber
kesiapan sumber daya manusia | daya manusia masih menjadi tantangan utama,
masih menjadi kendala utama | terutama dalam literasi teknologi dan adaptasi
schingga dipetlukan pelatihan | terhadap perubahan. Oleh katrena itu, diperlukan
berkelanjutan.  Keberhasilan | pelatihan berkelanjutan, evaluasi rutin, komunikasi
implementasi didukung oleh | internal yang kuat, serta pendekatan partisipatif
kepemimpinan yang kuat, | agar implementasi CTAS dapat berjalan optimal,
sinergi antarunit ketja, serta | berkelanjutan, dan memberikan dampak maksimal
dukungan regulasi dan teknis | bagi kualitas layanan publik.
dari Direktorat Jenderal Pajak.
Tabel 3. Objek penelitian
No Peneliti & Tahun Objek Penelitian Bentuk/Detail objek
1 Dinda Amalia, Wastam Pemerintahan Daerah Kelurahan Padurenan
Wahyu Hidayat, Endah
Prawesti Ningrum (2024)
2 Lisia Fransiska, Hendarti Kantor Perpajakan KPP Pratama kota Pangkalpinang
Tri Setyo Mulyani &
Medinal (2024)
3 Cindy Isnanul Choiriah, Kantor Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

M. Cholid Mawardi, &
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Dyah Arini Rudiningtyas
(2025)

4 Indah Pratiwi & Arry Kantor Samsat di Kantor Samsat Cimareme
Irawan (2019)

5 Evelyn Sabella Talahi & UMKM UMKM Jakarta Barat
Mei e (2024)

6 Kurnia Tri Hermawan, Pemerintah Daerah Kota Instansi Pemerintah Daerah
Indah Gilang Pusparani, Cirebon
Dodi Solihudin (2023)

7 Kristian Palis (2025) Badan Pendapatan Daerah Instansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Gunung Mas

8 Muhammad Cikhal UKM di Indonesia Entitas Usaha / Pelaku Usaha
Anwar,  Sheyla  Ayu
Andini, Frka  Azaza
Adellia, Tti Yulaeli (2024)

9 Ardi Prastyawan (2025) Badan Pendapatan Daerah Instansi Pemerintah Daerah

(Bapenda) Kota Serang
10 Gabriela Wiraditha, Agus LPP RRI Medan Instansi Pemerintah Non-Kementerian
Tripriyono (2025)
Tabel 4. Jenis penelitian
No Peneliti & Tahun Jenis Penjelasan
Penelitian

1 Dinda Amalia, Wastam Kualitatif Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang
Wahyu Hidayat, Endah mendalam tentang peran inovasi dan adaptasi dalam transformasi
Prawesti Ningrum (2024) administrasi publik. ata diperoleh dari berbagai sumber literatur

seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen
terkait administrasi publik.

2 Lisia Fransiska, Hendarti Kuantitatif Penelitian ini menggunakan data berupa angka (data numerik)
Tri Setyo Mulyani & yang diolah secara statistik untuk menguji hipotesis dan mengukur
Medinal (2024) hubungan sebab-akibat (pengaruh) antar variabel

3 Cindy Isnanul Choiriah, Kuantitatif Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau
M. Cholid Mawardi, & sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
Dyah Arini Rudiningtyas ditetapkan
(2025)

4 Indah Pratiwi & Arry Kuantitatif Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai
Irawan (2019) pengaruh antara variabel independen (Sistem Administrasi

Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan) terhadap vatiabel
dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

5 Evelyn Sabella Talahi, & Kuantitatif Penelitian kuantitatif selalu berorientasi pada pengujian hipotesis
Mei Ie (2024) yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antar variabel.

Metode pengambilan sampel, sepetti purposive sampling yang
melibatkan sejumlah responden (UMKM di Jakarta Barat), adalah
ciri khas pengumpulan data primer dalam penelitian kuantitatif.

6 Kurnia Tri Hermawan, Kualitatif Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena
Indah Gilang Pusparani, dengan sosial, memahami maknanya, dan menemukan hipotesis.

Dodi Solihudin (2023) pendekatan
penelitian
dengan metode
deskriptif
7 Kristian Palis (2025) Kualitatif dan | Menganalisis fenomena kebijakan dan praktik pengelolaan PAD
kuantitatif dalam konteks nyata pemerintahan daerah dan Menelaah secara
detail implementasi kebijakan, sistem digital, aktor yang terlibat,
serta dampaknya terhadap kinerja PAD.

8 Muhammad Cikhal Kualitatif Penelitian ini mengkaji secara sistematis hasil-hasil penelitian
Anwar,  Sheyla  Ayu deskriptif terdahulu, buku, dan sumber ilmiah lainnya untuk menganalisis
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Andini, Frka  Azaza
Adellia, Tti Yulaeli (2024)

peran transformasi digital dan tantangan inovasi terhadap
keberlanjutan UKM di Indonesia. Data yang digunakan bersifat
data sekunder, tanpa pengumpulan data langsung di lapangan.

9 Ardi Prastyawan (2025) Kualitatif Digunakan untuk merumuskan konsep, asumsi, dan teori yang
dapat memperdalam  pemahaman  peningkatan  kualitas
administrasi perpajakan di Kota Serang.

10 Gabriela Wiraditha, Agus Kualitatif Untuk mengeksplorasi  transformasi  digital ~ perpajakan

Tripriyono (2025) deskriptif melalui  implementasi Core Tax Administration System
(CTAS) di LPP RRI Medan, serta implikasinya terhadap
transparansi dan efisiensi layanan publik

Tabel 6.6 Instrumen penelitian
No Peneliti & Tahun Instrumen Penelitian Keterangan

1 Dinda Amalia, Wastam Kuisioner Kuesioner adalah  daftar pertanyaan atau
Wahyu Hidayat, Endah pernyataan  tertulis yang diajukan  kepada
Prawesti Ningrum (2024) responden (Wajib Pajak di Kelurahan Padurenan)

untuk memperoleh data.

2 Lisia Fransiska, Hendarti Kuisioner Kuesioner disebarkan kepada sampel yaitu 84
Tri Setyo Mulyani & Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama
Medinal (2024) Kota Pangkalpinang. Kuesioner berisi serangkaian

pernyataan untuk mengukur variabel-vatiabel yang
diteliti, seperti: persepsi tentang kemudahan sistem
administrasi on/ine, efektivitas pemeriksaan pajak,
ketegasan sanksi pajak, dan tingkat kepatuhan
wajib paja

3 Cindy Isnanul Choiriah, Kuisioner Kuesioner dalam penelitian ini berfungsi sebagai
M. Cholid Mawardi, & alat untuk mengumpulkan data primer dengan cara
Dyah Arini Rudiningtyas mengajukan serangkaian pernyataan tertulis.
(2025)

4 Indah Pratiwi & Arry Kuisioner Kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan
Irawan (2019) data dengan cara memberikan seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Roda Dua di Kantor Samsat Cimareme) untuk
dijawab. Data yang dikumpulkan merupakan data
primer

5 Evelyn Sabella Talahi & Kuisioner Kuesioner dalam penelitian ini berfungsi sebagai
Meti Ie (2024) alat untuk mengumpulkan data primer dengan cara

mengajukan serangkaian pernyataan tertulis kepada
50 responden (pelaku UMKM).

6 Kurnia Tri Hermawan, | Studi pustaka akan dokumen- | Instrumen studi pustaka digunakan untuk
Indah Gilang Pusparani, dokumen dasar hukum, mengumpulkan data dari dokumen dasar hukum
Dodi Solihudin (2023) literatur akademis terkait, dan | dan literatur akademik yang relevan sebagai

obsetvasi landasan teori dan regulasi penelitian. Sementara
itu, instrumen observasi digunakan untuk
memperoleh data langsung di lapangan melalui
pengamatan terhadap proses ketja, pelaksanaan
sistem, serta kondisi nyata objek penelitian
mengenai transformasi digital layanan kepegawaian
yang dilaksanakan di Kota Cirebon

7 Kristian Palis (2025) Wawancara, observasi, Instrumen penelitian tersebut digunakan secara

kuesioner, dokumentasi, data | terpadu untuk menilai dampak transformasi digital
transaksi sistem, dan indikator | terhadap tata kelola pajak dan optimalisasi PAD
kinerja (KPI) secara komprehensif.

8 Muhammad Cikhal Studi literatur Instrumen penelitian berupa dokumen ilmiah
Anwar,  Sheyla  Ayu terpilih yang dianalisis secara sistematis untuk
Andini, Frka  Azaza menarik kesimpulan tentang peran transformasi
Adellia, Tti Yulaeli (2024) digital terhadap keberlanjutan UKM.

9 Ardi Prastyawan (2025) Wawancara, dokumentasi, Untuk memberikan gambaran yang jelas dan

dan observasi

komprehensif terkait peningkatan pendapatan
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daerah melalui digitalisasi administrasi PBB-P2
dengan menggunakan aplikasi I-SIM di Kota
Serang, Provinsi Banten.

10 Gabriela Wiraditha, Agus Wawancara (Semi- Instrumen penelitian menggunakan wawancara,
Tripriyono (2025) Terstruktur), Observasi, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis
Dokumentasi implementasi CTAS serta dampaknya terhadap
transparansi dan efisiensi layanan.
Tabel 6. Pengelompokan Berdasarkan Jurnal penelitian
No Peneliti & Tahun Nama Jurnal Bidang Ilmu Kategori
1 (Amalia et al., 2024) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah | IImu Sosial dan | Multidisiplin (atau
Humaniora General)
2 (Fransiska et al., 2024) Jurnal ilmiah niaga bisnis | Ekonomi dan Bisnis Spesifik Bidang
elektronik (JINBE) (Niaga/Perdagangan dan
Bisnis Elektronik).
3 (Choiriah et al., 2025) e_Jurnal Ilmiah Riset Ekonomi Jurnal Ilmiah Nasional
Akuntansi (National Scientific
Journal)
4 (Pratiwi & Irawan, 2019) | IRWNS/IRONS) Akuntansi Industrial Research
5 (Talahi & Ie, 2024) Jurnal ~ Manajerial  dan | Ekonomi dan Bisnis Spesifik Bidang
Kewirausahaan (Manajemen dan
Kewirausahaan)
6 (Kota et al., 2023) Jurnal  Studi  Kebijakan | Ilmu Administrasi Publik | Manajemen
Publik Pemerintahan
7 (Palis, 2025) Jurnal Riset Ekonomi Ekonomi dan Bisnis Manajemen Perpajakan
8 (Anwar et al., 2024) Jurnal Manajemen, | Ekonomi dan Bisnis Manajemen, Akuntansi,
Akuntansi dan Logistik dan Logistik
9 (Prastyawan, 2025) Institut Pemerintahan | Administrasi Publik Keuangan Publik
Dalam Negeri
10 | (Wiraditha & Tripriyono, | Economics and  Digital | Ekonomi dan  Bisnis | Perpajakan
2025) Business Riview Digital
PEMBAHASAN

Pengaruh Transformasi Sistem Administrasi terhadap Perpajakan Digital

Penerapan digitalisasi dalam administrasi perpajakan telah menjadi bagian penting dari
reformasi sistem perpajakan modern. Menurut sebuah tinjauan literatur oleh (Fadlurahman &
Mukhtaruddin, 2024), transformasi digital dalam sistem perpajakan memungkinkan otoritas fiskal
mengelola kepatuhan dan risiko pajak secara lebih efektif melalui mekanisme manajemen risiko
berbasis teknologi, tata kelola data, dan pengawasan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa
transformasi administrasi bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan juga perubahan paradigma
pengelolaan data dan pengawasan.

Lebih spesifik, penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan sistem digital (misalnya e-
Jiling, e-billing, sistem administrasi inti/pusat) memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak.
Dalam studi kelola oleh (Choiriah, Mawardi & Rudiningtyas, 2023) Ditemukan bahwa sistem
digitalisasi dan administrasi pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak
artinya semakin sistem administrasi terdigitalisasi, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Transformasi sistem administrasi publik secara teoretis dipandang sebagai pergeseran
paradigma dari model tradisional (Old Public Administration) menuju model yang lebih modern,
seperti New Public Management (NPM) hingga New Public Service (NPS), yang saat ini semakin
didorong oleh Transformasi Digital atau Digital Governance. Konsep utama dari transformasi ini adalah
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Transformasi digital,
melalui implementasi seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berupaya
menyederhanakan birokrasi, mempercepat alur kerja, dan meminimalkan kesalahan manusia (human
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error). Selain itu, secara filosofis, administrasi publik harus terus memodernisasikan diri untuk
merealisasikan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pengaruh utama dari transformasi sistem administrasi, khususnya yang bersifat digital, terlihat
jelas pada kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan berbagai hasil penelitian,
implementasi administrasi digital terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap
kinerja pegawai, misalnya melalui kemudahan memantau absensi, mengakses dokumen kepegawaian,
dan memperoleh informasi kinerja secara real-time. Transformasi ini memungkinkan otomatisasi
tugas-tugas administratif, yang pada gilirannya mengurangi waktu pemrosesan data (efisiensi) dan
meningkatkan akurasi. Dampak pada pelayanan publik pun sangat substansial, di mana digitalisasi
memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,
seperti terlihat pada sistem layanan kepegawaian di beberapa pemerintah daerah.

Transformasi sistem administrasi juga membawa tantangan yang memerlukan adaptasi pada
beberapa aspek penting. Tantangan tersebut mencakup kebutuhan akan kompetensi digital baru bagi
pegawai, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, dan keterbatasan infrastruktur teknologi serta
isu keamanan data. Selain itu, beberapa penelitian bahkan menunjukkan hasil yang kontradiktif, di
mana digitalisasi sistem administrasi (melalui SPBE) tidak serta merta mengurangi jumlah pegawai,
melainkan mengubah pola kerja dan justru dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja baru yang
relevan dengan keterampilan digital. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung
pada dukungan regulasi, pengembangan sumber daya manusia (pelatthan intensif), dan strategi
manajemen perubahan yang efektif untuk memastikan sistem administrasi digital dapat terintegrasi
dengan baik dan berkelanjutan.

Transformasi administrasi juga berkontribusi pada efisiensi biaya dan waktu dalam
pengelolaan pajak. Sebagaimana dipaparkan dalam studi terkait perilaku pengelolaan keuangan
perusahaan, digitalisasi koleksi dan administrasi pajak telah mengubah perilaku manajerial perusahaan:
data pajak menjadi faktor inti dalam pengambilan keputusan finansial, dan biaya kepatuhan pajak
beralih dari beban manual menuju bagian dari proses bisnis terpadu sehingga perusahaan menjadi
lebih prudent dan efisien secara operasional. Namun, transformasi digital tidak tanpa tantangan.
Kajian sistematik terhadap literatur menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi administrasi
perpajakan menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kesiapan organisasi, tata kelola data, serta
manajemen risiko data dan keamanan. Artinya, keberhasilan transformasi administratif sangat
bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas institusional otoritas pajak dan wajib
pajak.

Dampak terhadap Perpajakan Digital & Kepatuhan adalah ketika sistem administrasi telah
bertransformasi secara digital, maka proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan,
pembayaran, hingga audit menjadi lebih transparan, akuntabel, dan user-friend)y. Sebagai contoh, dalam
penelitian terhadap UMKM di era “wew normal”, digital fax systems bersama dengan digitalisasi bisnis
terbukti meningkatkan kepatuhan pajak.

Dengan demikian, transformasi sistem administrasi mendukung terciptanya “perpajakan
digital” di mana interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak berlangsung melalui platform digital,
dengan data terkonsolidasi, proses otomatis, serta pengawasan rea/-time. Kondisi ini meningkatkan
kepercayaan, mengurangi kesalahan, dan meminimalkan kemungkinan penghindaran pajak, sechingga
memperkuat basis pajak di tengah ekonomi digital.

Peran Dukungan Pemerintah terhadap Perpajakan Digital

Dukungan pemerintah memegang peran sentral dalam keberhasilan perpajakan digital (e-
Taxation), yang secara teoretis berlandaskan pada konsep E-Government dan Good Governance.
Dalam kerangka E-Government, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur
teknologi informasi, tetapi juga mencakup perumusan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan
ckosistem ekonomi digital. Dukungan ini merupakan faktor kunci (critical success factor) yang
memastikan bahwa sistem perpajakan digital dapat mencapai tujuan utamanya: meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (tax compliance), memperluas basis pajak (tax base), dan meminimalkan biaya
administrasi (cost efficiency). Tanpa dukungan regulasi dan alokasi anggaran yang memadai dari
pemerintah, inisiatif perpajakan digital berisiko mengalami kegagalan adopsi dan implementasi.
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Peran dukungan pemerintah dapat terwujud melalui dua dimensi utama: dimensi regulasi dan
kebijakan serta dimensi infrastruktur dan sumber daya. Dari dimensi regulasi, pemerintah harus
menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil untuk subjek pajak digital (misalnya, e-commerce,
fintech, dan penyedia layanan digital lintas batas), seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Produk
Digital. Dukungan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan netralitas pajak—memastikan bahwa
transaksi digital dikenakan pajak yang sama dengan transaksi konvensional-—dan memerangi
penghindaran pajak (tax avoidance). Sementara itu, dimensi infrastruktur melibatkan investasi
pemerintah dalam sistem keamanan siber, pengembangan aplikasi pajak digital yang ramah pengguna
(user-friendly), dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) agar pegawai pajak memiliki kompetensi
digital yang memadai. Dukungan ini menunjukkan komitmen fiskal yang kuat terhadap modernisasi
sistem pajak.

Implikasi dari dukungan pemerintah yang efektif adalah peningkatan legitimasi dan
kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Ketika pemerintah menunjukkan komitmennya
melalui sistem digital yang transparan dan efisien, wajib pajak cenderung memiliki persepsi yang lebih
positif terhadap keadilan dan kemudahan membayar pajak, yang berujung pada peningkatan
kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Namun, tantangannya adalah bagaimana pemerintah
dapat menjaga keseimbangan antara penegakan pajak yang ketat terhadap ekonomi digital yang
bergerak cepat (seperti gig economy) tanpa menghambat inovasi. Oleh karena itu, dukungan
pemerintah harus bersifat inklusif dan adaptif, melibatkan konsultasi publik dengan pelaku usaha
digital untuk memastikan kebijakan perpajakan yang dikeluarkan tidak menjadi hambatan, melainkan
katalisator bagi pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Peran pemerintah baik melalui regulasi, kebijakan, maupun penyediaan infrastruktur menjadi
elemen yang krusial dalam memperlancar transformasi perpajakan digital. Sebuah artikel yang
membahas transformasi sistem perpajakan di era digital menegaskan bahwa keberhasilan modernisasi
perpajakan sangat bergantung pada kebijakan adaptif pemerintah, termasuk penyusunan regulasi,
inovasi administrasi, dan penyediaan sarana teknologi. Lebih lanjut, dukungan pemerintah dalam
bentuk sistem administrasi inti terpadu seperti implementasi sistem seperti Corefax menawarkan
kapabilitas modern seperti cloud computing, big data analytics, dan teknologi deteksi risiko, yang
memungkinkan manajemen data pajak yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap
kompleksitas ekonomi digital.

Dukungan pemerintah juga meliputi aspek sosialiasi, edukasi, dan peningkatan literasi digital
wajib pajak. Penelitian pada kepatuhan wajib pajak non-karyawan oleh (Palar, Maruli & Pangaribuan
2024) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap digitalisasi sistem administrasi pajak signifikan
meningkatkan kepatuhan pajak artinya peran pemerintah dalam sosialisasi atau edukasi sangat penting.
Selain itu, dalam konteks modernisasi dan transparansi, kebijakan pemerintah untuk mengadopsi
teknologi digital membantu memperbaiki citra layanan perpajakan, meningkatkan akuntabilitas, dan
mengurangi beban administratif. Studi di KPP menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi
dan transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Perubahan pola transaksi ke ekonomi digital (e-commerce, pembayaran digital, platform
internasional) membuat pemerintah perlu menyesuaikan sistem perpajakan agar tetap relevan dan
mampu mengamankan penerimaan negara. Peran pemerintah meliputi: Pembaruan regulasi pajak
digital, termasuk PPN digital, pajak atas penjualan melalui marketplace, dan aturan perpajakan
platform luar negeri agar setiap transaksi tetap terdata dan terjangkau sistem. Pengembangan sistem
perpajakan digital, seperti DJP Online, e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing yang mempermudah wajib pajak,
meningkatkan akurasi, mempercepat pemrosesan, dan mengurangi kesalahan manual. Integrasi dan
pemanfaatan big data, sehingga pemerintah mampu mengidentifikasi transaksi digital, meningkatkan
pengawasan, dan mempersempit ruang bagi penghindaran pajak. Kerja sama internasional, khususnya
untuk mengatur perpajakan transaksi lintas batas yang sering dilakukan oleh perusahaan digital global.
Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan, terutama bagi UMKM digital agar mereka memahami
kewajiban pajak dalam ekosistem online. Pemberian insentif fiskal, seperti keringanan pajak bagi
startup atau sektor digital strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi digital. Dukungan
pemerintah juga harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, literasi, dan regulasi yang adaptif.
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Hambatan seperti kendala teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan rendahnya literasi digital bisa
mengurangi efektivitas kebijakan digitalisasi.

Interaksi Kedua Variabel & Implikasi terhadap Perpajakan Digital, Interaksi antara
transformasi administrasi (digitalisasi sistem) dan dukungan pemerintah membentuk fondasi bagi
keberhasilan perpajakan digital. Digitalisasi administrasi tanpa dukungan pemerintah (regulasi,
infrastruktur, sosialisasi) kemungkinan akan menemui hambatan operasional dan adopsi. Sebaliknya,
dukungan pemerintah tanpa transformasi administratif berarti kebijakan kurang efektif karena
implementasi masih manual atau parsial. Beberapa studi menunjukkan bahwa kombinasi sistem digital
dan kebijakan mendukung kepatuhan pajak, terutama bagi sektor UMKM. Contohnya, penelitian yang
melibatkan UMKM di Banyuwangi menunjukkan bahwa digital tax systems bersama digitalisasi bisnis
meningkatkan kepatuhan pajak. Begitu pula studi lain menyimpulkan bahwa digitalisasi administrasi
pajak adalah elemen positif dalam meningkatkan kepatuhan dan perilaku wajib pajak.

Dengan demikian, perpajakan digital akan efektif bila didukung oleh: sistem administrasi yang
terdigitalisasi dengan baik; kebijakan dan regulasi dari pemerintah; literasi dan kesadaran wajib pajak;
serta infrastruktur dan tata kelola data yang andal. Implementasi yang holistik akan membantu
mewujudkan sistem perpajakan yang efisien, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika
ckonomi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa transformasi sistem administrasi perpajakan melalui
digitalisasi layanan seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur secara signifikan meningkatkan efisienst,
transparansi, dan kepatuhan wajib pajak, sementara dukungan pemerintah berupa regulasi adaptif,
infrastruktur teknologi, serta sosialisasi membentuk sinergi krusial yang memperkuat keberhasilan
perpajakan digital di Indonesia (Choiriah et al., 2025; Prastyawan, 2025). Sintesis dari 50 artikel jurnal
tahun 2019-2025 menegaskan bahwa kedua variabel tersebut saling melengkapi, dengan transformasi
administrasi mengurangi asimetri informasi berdasarkan teori keagenan, dan dukungan pemerintah
mengirim sinyal kredibilitas melalui teori sinyal, sehingga menghasilkan peningkatan kepatuhan formal
hingga 83,4% pada 2022 (Rosyid et al., 2024; Hasibuan et al., 2023). Implikasi praktisnya mencakup
rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mempercepat integrasi sistem core tax
administration, memperluas literasi digital wajib pajak, dan memperkuat kolaborasi dengan platform
e-commerce guna optimalisasi penerimaan negara di era ekonomi digital.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada fokus eksklusif pada literatur
sekunder tanpa data empiris primer, yang berpotensi membatasi generalisasi terhadap konteks spesifik
daerah terpencil dengan kesenjangan infrastruktur digital, serta rentang waktu analisis hingga 2025
yang mungkin belum menangkap dampak regulasi terbaru seperti Perpres 68/2025 secara penuh
(Palis, 2025; Wiraditha & Tripriyono, 2025). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengadopsi
pendekatan mixed-methods dengan survei wajib pajak UMKM atau studi kasus longitudinal di
multiple kantor pajak pratama guna menguji hubungan kausal secara empiris, serta memperluas
variabel moderator seperti literasi digital dan resistensi budaya organisasi untuk pengujian hipotesis
yang lebih kuat (Kitchenham & Charters, 2007; Snyder, 2019).

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital perpajakan, terutama di daerah yang masih
menghadapi keterbatasan jaringan dan teknologi. Ketersediaan infrastruktur yang merata akan
memastikan bahwa digitalisasi perpajakan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak, termasuk pelaku
usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, pemerataan akses menjadi prioritas penting dalam
transformasi administrasi pajak. Sosialisasi dan edukasi terkait perpajakan digital perlu dilaksanakan
secara berkelanjutan. Program pelatihan, bimbingan teknis, serta materi edukatif berbasis digital harus
diperluas agar wajib pajak semakin memahami penggunaan sistem digital. Semakin tinggi tingkat
literasi digital wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan administratif mereka.

Regulasi perpajakan digital perlu diperbarui secara berkala agar tetap adaptif terhadap
perubahan model bisnis digital yang sangat dinamis. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan
yang dikeluarkan bersifat jelas, konsisten, dan tidak membingungkan wajib pajak. Hal ini akan menjaga
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kepercayaan publik dan memperkuat efektivitas implementasi digitalisasi perpajakan. Pemerintah juga
perlu berkolaborasi dengan platform digital, asosiasi bisnis, serta penyedia teknologi untuk
meningkatkan akurasi dan kelengkapan data perpajakan digital. Kerja sama lintas sektor ini akan
mempercepat integrasi data, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memperluas basis pajak digital
secara menyeluruh. Integrasi data yang kuat akan membantu pemerintah mengurangi potensi
kebocoran pajak. Akhirnya, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengevaluasi implementasi
perpajakan digital secara lebih mendalam. Penelitian dapat difokuskan pada perilaku wajib pajak,
efektivitas monitoring digital, atau analisis komparatif antarnegara. Temuan penelitian tersebut akan
memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk memperbaiki kebijakan perpajakan digital di masa
mendatang.
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